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Abstract 
This research aims to determine and analyze legal protection for overtime wages at PT. Madani 
National Capital (PNM) Kota Baru Jambi Branch, and to find out and analyze what obstacles cause 
non-payment of overtime wages at PT. Madani National Capital (PNM) Kota Baru Jambi Branch. 
The problem in this research is: How is the legal protection for overtime wages at PT. Madani 
National Capital (PNM) Kota Baru Jambi Branch?, and what are the obstacles causing non-
payment of overtime wages at PT. Madani National Capital (PNM) Kota Baru Jambi Branch?, The 
research method is Empirical Juridical combining legal materials (secondary data) with primary 
data obtained on legal facts that occurred between workers and PT. Madani National Capital City 
New Branch. The results of the research are the implementation of the rights and obligations of 
parties in the cooperation agreement between workers and PT. Madani National Capital City Baru 
Branch has not been implemented in accordance with the provisions of the Law on Wages, the 
Employment Law and the agreement, where the core point of the agreement is that workers who 
work at PT. Civil National Capital must be paid wages in accordance with the Law on Wages and 
the Employment Law as well as the work contract agreement that has been agreed upon by both 
parties. The obstacles faced by these workers are that their wages do not match expectations, 
there is overtime pay that is not given to workers by PT. Civil National Capital. 
Keywords:  Wages, Overtime Work Agreement 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum terhadap  
upah  kerja  lembur  pada   PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  Kota  Baru  Jambi, 
dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apa  kendala  penyebab  tidak  terlaksananya  
pembayaran  upah  kerja  lembur  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  
Kota  Baru  Jambi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana  perlindungan  hukum 
terhadap  upah  kerja  lembur  pada   PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  Kota  
Baru  Jambi?, dan  apa  kendala  penyebab  tidak  terlaksananya  pembayaran  upah  kerja  
lembur  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  Kota  Baru  Jambi?, Metode 
penelitian adalah Yuridis Empiris memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan 
data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi antara pekerja dengan PT. 
Permodalan Nasional Madani Cabang Kota Baru. Hasil penelitian adalah pelaksanaan hak dan 
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kewajiban pihak dalam perjanjian kerja sama antara pekerja dengan PT. Permodalan Nasional 
Madani Cabang Kota Baru belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang 
Pengupahan, Undang-undang Ketenagakerjaan dan perjanjian, yang dimana  point inti dari 
perjanjian tersebut pekerja yang bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani tersebut wajib 
diberi upah sesuai dengan Undang-undang tentang Pengupahan, dan Undang-undang 
Ketenagakerjaan serta perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati para kedua belah pihak. 
Kendala yang dihadapi para pekerja tersebut yaitu upah kerjanya tidak sesuai dengan harapan, 
terdapat pemberian upah lembur yang tidak diberikan kepada pekerja oleh PT. Permodalan 
Nasional  Madani. 
Kata  Kunci:  Upah, Perjanjian  Kerja  Lembur. 
 
A. Pendahuluan 

Lapangan  pekerjaan  merupakan  salah  satu  hal  yang  dibutuhkan  oleh  setiap pekerja  

untuk  memperoleh  penghasilan  dan  pendapatan  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  

primer/mendasar,  seperti  kebutuhan  pangan,  sandang,  dan  papan. 

Pekerjaan  merupakan  salah  satu  masalah  yang  serius  bagi  seseorang  karena orang  

akan  menghidupi  dirinya  dari  hasil  bekerja  bahkan  bagi  keluarganya  oleh  karena  itu  

setiap  orang  yang  memiliki  pekerjaan  pada  dasarnya  harus  dilindungi  oleh penetapan 

peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  Tentang  Cipta  Kerja.  

Undang-undang  Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk  

memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  atau  buruh  maupun  pengusaha  dan  

perusahaannya  yang  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  

Dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  Angka  1  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja“ Cipta  Kerja  adalah  

upaya  penciptaan  kerja  melalui  usaha  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  

koperasi  dan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi  dan  

kemudahan  berusaha, dan  percepat  proyek  strategis  nasional.  

Bekerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  untuk  dapat  

memenuhi  kebutuhannya  karena  bekerja  juga  harus  menimbulkan manfaat  bagi  diri  kita  

agar  dapat  melanjutkan  hidup.  Mempertahankan  diri  untuk terus  hidup  dan  menaikkan  

taraf  kehidupan  juga  termasuk  hak  asasi  setiap manusia.  Maka  dari  itu  sudah  sepantasnya  

jika  pekerja  mendapatkan  kompensasi berupa  imbalan  yang  disebut  upah  karena  hal  itu  

merupakan  bentuk  penghargaan  atas  jasa  yang  sudah  diberikan  oleh  pekerja  itu  pada  

pengusaha. 

Dijelaskan  bahwa  didalam  upah  adanya  sistem  pengupahan,  dalam  sistem upah  

menurut  lamanya  kerja,  upah  tersebut  diperhitungkan  dari  jumlah  waktu yang  
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dipergunakan  untuk  menyelesaikan  suatu  tugas,  disebut  upah  harian,  upah mingguan,  upah  

bulanan  dan  upah  lembur.  

Komponen  upah  ditentukan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No. 78 Tahun  2015  

tentang  Pengupahan  Pasal  53.  Upah  itu  sendiri  menurut  Pasal  1 Ayat 30  UU  

Ketenagakerjaan  merupakan,  “hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan dinyatakan  dalam  

bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  

yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  

peraturan  Perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  

atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan”.  

Maka  dari  itu  pengusaha  berkewajiban  untuk  memberikan  upah  pada pekerja  yang  

besarnya  tidak  boleh  dibawah  upah  minimum  hal  itu  sesuai  Pasal 88E  Ayat  2  UU  

Ketenagakerjaan  “Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah dari  upah  minimum”.  

Upah  merupakan  salah  satu  aspek  paling  sensitive  dalam hubungan  kerja.  Bahkan  dapat  

dikatakan  upah  merupakan  tujuan  utama  dari seorang  pekerja  melakukan  pekerjaan  pada  

orang  lain  atau  badan  hukum  lain.  

Dari  sisi  pekerja  upah  merupakan  suatu  hak  yang  umumnya  dilihat  dari jumlah,  

sedangkan  dari  sisi  pengusaha  umumnya  dikaitkan  dengan  produktivitas pekerja.  Berawal  

dari  adanya  keinginan  untuk  mendapatkan  upah  yang  tinggi, sedangkan  poduktivitas  masih  

rendah  karena  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan yang  kurang  memadai  sangat  

menyulitkan  pengusaha  dan  pekerja  itu  sendiri. Upah  lembur  adalah  upah  yang  diterima  

pekerja  atas  pekerjaannya  sesuai  dengan  jumlah  waktu  lembur  yang  dilakukan.  

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan 

atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Hubungan  kerja  adalah  suatu  hubungan  antara  Pengusaha  dengan  Pekerja yang  

timbul  dari  perjanjian  kerja  yang  diadakan  untuk  waktu  tertentu  maupun waktu  yang  

tidak  tertentu.  

Terlepas  dari  segala  macam  pembayaran  atas  kontrak  kerja  atau melakukan  suatu  

pekerjaan  di  suatu  perusahaan,  tenaga  kerja  berhak  mendapat upah.  Upah  menunjukkan  
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penghasilan  yang  diterima  oleh  pekerja  sebagai imbalan  atas  pekerjaan  yang  dilakukannya,  

hal  ini  memiliki  fungsi  agar  menjamin  kehidupan  yang  layak  bagi  pekerja  dan  keluarganya,  

mencerminkan  imbalan  atas  hasil  kerja  seseorang,  dan  menyediakan  insentif  untuk   

mendorong  peningkatan   produktivitas   kerja.  

Secara  yuridis  formal  dihadapan  hukum  hubungan  pekerja  dan  pengusaha sama  

tetapi  secara  sosiologis  tidak  karena  pada  dasarnya  pengusaha  memiliki kedudukan  lebih  

berkuasa  dibanding  pekerja  dimana  pengusaha  memiliki  kuasa untuk  memilih  pekerja  

mana  yang  akan  dipekerjakan  juga  memiliki  kuasa  dalam memberikan  besar  upah.  

Sehingga hubungan pengusaha dan pekerja bersifat subordinatif atau vertikal ke bawah, yaitu 

kedudukan mereka tidak sama derajatnya  satu  sama  lain.  

Hubungan hukum antara  pengusaha  dengan  pekerja  lahir  sebagai  akibat adanya  

perjanjian  kerja,  baik  yang  dibuat  secara  tertulis  maupun  lisan.  Perjanjian  kerja  secara  

tertulis  biasanya  telah  disiapkan  oleh  pengusaha  sehingga  isinya  menguntungkan  pihak  

pengusaha  tetapi  memberatkan  pekerja,  perjanjian  seperti  ini  disebut  perjanjian  baku.  

Maka dalam  hal  ini  pengusaha  dan  pekerja  memiliki  perjanjian  perburuhan  untuk  

menunjang  hak  dan  kewajiban  diantara  keduanya.  

Mengacu  pada  pengaturan  perjanjian  kerja  dalam  KUHPerdata  Pasal  1320  disebut  

tentang  syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan  4  syarat  yaitu : 

1. Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  diri,  

2. Kecakapan  untuk  membuat  perikatan,  

3. Suatu  hal  tertentu,  serta;  

4. Suatu  sebab  yang  halal.  

Kemudian di dalam Pasal 1338  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  semua persetujuan  

yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagaimana  undang-undang  bagi  

mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  

kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-

undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik. 

Pasal  50  UU  Ketenagakerjaan  menyatakan,  “hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  

perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh”.  Ketentuan  perjanjian  kerja  yang  

ada  dalam  UU  Ketenagakerjaan  itu  merupakan  bagian  dari  hubungan  kerja  atau  

ketenagakerjaan,  bukan  bagian  dari  hukum  perjanjian.  Pada  prinsipnya  di  hari  libur  resmi  

pekerja  tidak  wajib  bekerja.  Namun,  jika  ada pekerja  yang  “diwajibkan”  bekerja  pada  jenis  
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dan  sifat  pekerjaan  tertentu,  atau  pekerja  yang  diperintahkan  masuk  atas  dasar  

kesepakatan,  maka  pengusaha juga  wajib  untuk  membayar  upah  kerja  lembur  pekerja  

tersebut.  Karena  upah lembur  tersebut  akan  mepengaruhi  tingkat  kenyamanan  dan  

kesejahteraan  pekerja itu  sendiri.  

Berdasarkan Pasal 78 UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan  tenaga  

kerjanya  melebihi  waktu  kerja  sebagaimana  yang  diatur pada  Pasal  77  wajib  membayar  

upah  kerja  lembur. Mengenai  penjelasan  secara  umum  dari  upah  lembur tersebut,  apabila  

perusahaan  tidak  membayar  upah  seperti  yang  dijanjikan,  dalam Pasal  95  Undang-undang  

Nomor  11  tahun  2022  bahwa  pengusaha  yang  karena kesengajaan  atau  kelalaiannya  

mengakibatkan  keterlambatan  pembayaran  upah, dikenakan  denda  sesuai  dengan  

presentase  tertentu  dari  upah  pekerja.  

Pada  beberapa  perusahaan  terdapat  praktek  pemberian  upah  lembur  pada pekerja  

yang  kurang  sesuai  dengan  peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.  Beberapa  

perusahaan  menentukan  upah  dengan  hitungan  upah harian  dan  upah  lembur  pekerja  

sesuai  kebijakan  perusahaan.  Sebagai  salah  satu contoh  kasus  yang  terjadi  adalah  pada  

PT.  Pemodalan  Nasional  Madani  Kota  Jambi  dimana  mereka  belum  mengganti  peraturan  

perusahaan  yang  lama  terkait upah  lembur  itu  sehingga  terdapat  perbedaan  perhitungan  

upah  lembur  antara Peraturan  perusahaan  dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022  

Tentang Ketenagakerjaan  dan  hal  itu  menimbulkan  kesenjangan  juga  ketidakadilan  bagi 

pekerjanya.  

Sebagaimana  terjadi  dalam  perjanjian  kerja  dengan  pengusaha  pada  PT. Permodalan  

Nasional  Madani  yang  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang koperasi  yang  

beralamat  di  Perumahan  Graha  Purnama  No.14  RT 013,  Kecamatan Kota  Baru,  Kota  Jambi.  

Namun  dalam  pelaksanaanya,  penerapan  (PKWT)  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  ada  

yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam  perjanjian  kerja  dan  Undang–

Undang  Ketenagakerjaan  sehingga  pengaturan  mengenai  ketenagakerjaan  masih  terbentang  

berbagai  kendala  dan  masalah  serta  tantangan  yang  dihadapi  dan  memerlukan  

penyelesaian  secara  sepihak.1 

                    
1 Ni  Putu  Nita  Erlina  Sari,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja  

Waktu  Tertentu Menurut  Undang – undang  No.  13  Tahun  2003,”  Jurnal  Analogi,  Vol  2  No.  1,  2020,  
hal.  1. 
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Dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  

dengan  pekerja  termuat  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  kedua  belah  pihak.  Banyak  

hak  dan  kewajiban  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  dan  pekerja,  ada  beberapa  hak  dan  

kewajiban  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  

diantaranya: 

Hak  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  yaitu : 

1. Memberi  perintah  kerja  yang  layak  sesuai  dengan  kepentingan perusahaan. 

2. Melakukan  pemotongan  gaji  atau   upah  dengan  pekerja  dengan  ketentuan  sebagaimana  

diatur  dalam  Peraturan  perusahaan. 

Kewajiban  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  yaitu : 

1. Membayar  upah  sesuai  perjanjian  

2. Membayar  upah  lembur  sesuai  perjanjian  

Hak  Pekerja  Waktu  Tertentu  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  yaitu : 

1. Mendapatkan  upah  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dibayar  setiap  1  bulan  sekali.  

2. Mendapatkan  upah  lembur  sesuai  dengan  perjanjian  

Kewajiban  Pekerja  Waktu  Tertentu  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  yaitu: 

1. Melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah yang diberikan  oleh  

perusahaan.  

2. Menghindari  larangan-larangan  berikut : 

a. Mangkir  kerja  tanpa  alasan   yang  sah  

b. Meninggalkan  tempat  kerja  tanpa  izin  dari  atasan  

c. Melawan  perintah  atasan  

Permasalahan  yang  terjadi  dalam  perjanjian  antara  pekerja  dengan  PT.  Permodalan  

Nasional  Madani  terletak  pada  hak  pekerja  atau  upaya  yang  diberikan  perusahaan  kepada  

pekerja  tidak  sesuai  dengan  tertulis  dalam  surat  dalam  peraturan  maupun  perjanjian  kerja  

yang  telah  disepakati.  diketahui  dari  hasil wawancara  kepada  pekerja  pada  bidang  produksi  

koperasi,  terdapat  beberapa  orang  yang  menerima  upah  tidak  sesuai  dengan  yang  tertuang  

dalam  peraturan  dan  perjanjian 

 Menurut  Pasal  77  Ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja No.  11  tahun  2022 Tentang 

Ketenagakerjaan, yaitu waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari 

kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  
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b. b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) 

hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  88  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Nomor  11 Tahun  

2020  Tentang  Ketenagakerjaan,  Bahwa  “ setiap  pekerja  berhak  memperoleh  penghasilan  

yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Untuk  mewujudkan  

penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  sebagaimana  yang  

dimaksud  dalam  ayat  (1),  pemerintah  penetapan  kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  

pekerja. 

Adapun  bentuk  kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  pekerja  sebagaimana diatur  

dalam  ketentuan  Pasal  88  Ayat  3  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja  terdiri  atas: 

a. Upah  minimum; 

b. Struktur  dan  skala  upah 

c. Upah  kerja  lembur 

d. Upah  tidak  masuk  kerja  dan/atau  tidak  melakukan  pekerjaan  karena alasan  tertentu; 

e. Bentuk  dan  cara  pembayaran  upah 

f. Hal–hal  yang  dapat  diperhitungkan  dengan  upah;  dan 

g. Upah  sebagai  dasar  perhitungan  atau  pembayaran  hak  dan  kewajiban lainnya. 

Tujuan  keadilan  sosial  dibidang  ketenagakerjaan  dapat  diwujudkan  salah  satu  

caranya  adalah  dengan  menjalani  melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  yang  tidak  

terbatas  dari  pihak  majikan/pengusaha,  melalui  sarana  hukum  yang ada.  Perlindungan  

terhadap  pekerja/buruh  dapat  dilihat  pada  Undang–Undang Cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  

2020  Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  185  ayat  1  dan  2. 

Perlindungan  terhadap  pekerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan memberikan  

tuntunan,  santunan,  maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan hak-hak  asasi  manusia,  

perlindungan  fisik  dan  sosial  ekonomi  melalui  norma  yang  berlaku.2 

Untuk  mewujudkan  perlindungan  hak–hak  pekerja  dapat  juga  dilakukan melalui  

pembinaan,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  dibidang  ketenagakerjaan. Secara  yuridis  

kedudukan  pekerja/buruh  adalah  bebas  dan  seimbang.  Namun  pada  praktek,  posisi  

                    
2 Ngabidin  Nurcahyo,  “Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan  perundang -  

undangan   di Indonesia,  ” Jurnal  Cakrawala  Hukum,  Vol  12  No.  1,  2021,  hal.  2. 
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pemberi  kerja  dengan  pekerja/buruh  sering  dalam  keadaan  tidak  seimbang.  Beberapa  

hambatan  permasalahan  masih  ditemukan,  antara  lain:  Faktor  regulasi,  Faktor  budaya  

baik  pekerja,  pemberi  kerja/pengusaha  maupun  penegak hukum,  Kemampuan  dari  pihak  

perusahaan  dalam  pemenuhan  hak-hak  pekerja.   

Untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  diatas,  maka  dibutuhkan  berbagai  

upaya,  antara  lain:  Untuk mewujudkan  hubungan  kerja  yang  adil  bagi  para  pihak,  

dibutuhkan  intervensi  pemerintah  dengan  membuat  regulasi  yang  lebih  memadai,  

pengawasan  dan penegakan  hukum  lebih  ditingkatkan. 

Apabila  timbul  masalah  dalam  hubungan  ketenagakerjaan,  maka  harus diselesaikan  

secara  adil.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  ketenagakerjaan harus  memahami  

dan  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  benar.  Dengan  latar  belakang  yang  telah  

diuraikan  diatas,  penulis  ingin  mengetahui  dan  membahas  lebih  dalam  tentang:  Bagaimana  

perlindungan  hukum terhadap  upah  kerja  lembur  pada   PT.  Permodalan  Nasional  Madani  

(PNM)  Cabang  Kota  Baru  Jambi.  Apa  kendala  penyebab  tidak  terlaksananya  pembayaran  

upah  kerja  lembur  pada  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  Kota  Baru  Jambi.  

Maka  dalam penelitian  yang  berjudul:  “PEMBERIAN  UPAH  KERJA  LEMBUR  PADA  PT.  

PERMODALAN  NASIONAL  MADANI  CABANG  KOTA  BARU  JAMBI”. 

B. Pembahasan 

1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Upah  Lembur  Bagi  Pekerja  PT.  Permodalan 

Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  Kota  Baru  Jambi 

Pe irlindu ingan  me inu iru it  KBBI  dapat  disamakan  de ingan  istilah  pe irlindu ingan, yang  

artinya  adalah  prose is  atau i  pe irbu iatan  me impe irlindu ingi.  Pe irlindu ingan  hu iku im  adalah  

pe irbu iatan  meilindu ingi  yang  dilaku ikan  ole ih  hu iku im  bagi  se itiap  warga  ne igara.  Me inu iru it  

Satjipto  Raharjo, pe irlindu ingan  hu iku im  adalah  me imbe irikan pe ingayoman  te irhadap  hak  

asasi  manu isia  (HAM)  yang  diru igikan  orang  lain  dan  pe irlindu ingan  itu i  dibe irikan  

ke ipada  masyarakat  agar  dapat  me inikmati  se imu ia  hak-hak  yang  dibe irikan  ole ih  hu iku im. 

Teiori  pe irlindu ingan  hu iku im  meiru ipakan  te iori  yang  me ingkaji  dan  me inganalisis  

te intang  wu iju id  ataui  be intu ik  atau i  tu iju ian  pe irlindu ingan,  su ibje ik  hu iku im  yang  dilindu ingi  

seirta  obje ik  pe irlindu ingan  yang  dibe irikan  ole ih  hu iku im  ke ipada  su ibje iknya.  U insu ir-u insu ir  

yang  te ircantuim  dalam  de ifinisi  te iori  pe irlindu ingan  hu iku im,  me ilipu iti:3 

                    
3  Uswatun  Kamila,  “Perlindungan   Hukum  Hak   Pekerja   Usaha  Mikro  Kedai  Kopi,”  Jurnal   
Zaaken,  Vol  4  No. 1,  2023,   Hal  21. 
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a. Adanya  wu iju id  atau i  be intu ik  pe irlindu ingan  atau i  tu iju ian  pe irlindu ingan; 

b. Su ibjeik  hu iku im;  dan 

c. Objeik  pe irlindu ingan  hu iku im. 

Dalam  Uindang–U indang  Cipta  Ke irja  Nomor  11  Tahu in  2020  Te intang 

Keite inagake irjaan,  yang  me injadi  su ibjeik  pe irlindu ingannya,  yaitu i  te inaga  ke irja. Se ime intara  

itu i,  yang  meinjadi  obje ik  pe irlindu ingannya,  me ilipu iti: 

a. U ipah  dan  ke iseijahteiraan; 

b. Syarat-syarat  ke irja;  se irta 

c. Pe irseilisihan  yang  timbu il  me injadi  tanggu ing  jawab pe iru isahaan pe inye idia  jasa  

pe ike irja / bu iruih. 

Arti  pe inting  pe irlindu ingan  hu iku im  me inu iru it  satjipto  raharjo  pe irlindu ingan hu iku im  

adalah  meimbe irikan  pe ingayoman  te irhadap  hak  asasi  manu isia  ( HAM )    yang  diru igikan  

oleih  orang  lain  dan  pe irlindu ingan  itu i  dibe irikan  ke ipada  masyarakat agar  dapat  

meinikmati  se imuia  hak - hak  yang  dibe irikan  ole ih  hoku im. 

Pe ingu ipahan  bagi  te inaga  ke irja  sangat  pe inting  dan  dipe irlu ikan  se ibagai pe inghargaan  

bagi  se itiap  te inaga  ke irja,  Beirdasarkan  Ke ite intu ian  Pasal  88  U indang-u indang  

Keite inagake irjaan  yang  me inyatakan  bahwa: 

1) Se itiap pe ike irja atau i bu iru ih be irhak atas pe inghidu ipan yang layak bagi 

ke imanu isiaan.  

2) Pe imeirintah pu isat meine itapkan ke ibijakan pe ingu ipahan se ibagai salah satu i u ipaya 

meiwu iju idkan hak pe ike irja atau i bu iru ih atas pe inghidu ipan yang layak bagi 

ke imanu isiaan.  

3) Keibijakan pe ingu ipahan se ibagaimana dimaksu id pada ayat 2 me ilipu iti:  

a. U ipah minimu im  

b. Struiktu ir dan skala u ipah  

c. U ipah ke irja leimbu ir  

d. U ipah tidak masu ik ke irja dan atau i tidak me ilaku ikan pe ike irjaan kare ina alasan 

te irteintu i  

e. Be intu ik dan cara pe imbayaran u ipah  

f. Hal-hal yang dapat dipe irhitu ingkan de ingan u ipah  

g. U ipah se ibagai dasar pe irhitu ingan atau i pe imbayaran hak dan ke iwajiban lainnya  
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4) Keite intu ian leibih lanju it me inge inai ke ibijakan pe ingu ipahan diatu ir dalam pe iratu iran 

Pe imeirintah. 

Pe ine irapan  uipah  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  Kota  Baru i  yang dibe irikan  

ke ipada  pe ike irja  haru is  se isuiai  de ingan  yang  dite irapkan  ole ih  U indang-u indang  Cipta  Ke irja  

No.  11  Tahuin  2020  te intang  Ke ite inagake irjaan  yang  be irlaku i  kare ina  pe ike irja  be irhak  

meimpe irole ih  pe inghasilan  yang  me ime inu ihi  pe inghidu ipan  yang  layak.  

PT.  Permodalan  Nasional  Madani  ataupun  biasa  disingkat  jadi  PNM,  merupakan  

anak  usaha  BRI  yang  berbisnis  dibidang  pembiayaan  mikro.  PT.  Permodalan  Nasional  

Madani  (Persero)  Mekaar  atau  PNM merupakan  layanan  pinjaman  modal  untuk  

perempuan  prasejahtera  pelaku usaha  mikro  melalui  program  membina  ekonomi  

keluarga  sejahtera  (Mekaar).  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero)  Mekaar  

dikuatkan dengan  aktivitas  pendampingan  usaha  dan  dilakukan  secara  berkelompok.4 

PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero)  beralamat  di  Jl.  Lorong  Graha Purnama,  

Suka  Karya,  Kec.  Kota  Baru,  Kota   Jambi. 

PT. Permodalan  Nasional  Madani  atau  pengusaha  atau  pemberi  kerja  adalah  

seibagai  salah satu i  pe iru isahaan  atau i  pe imbe iri  ke irja  yang  be irge irak  dibidang  kope irasi  

dan me impe ike irjakan  15  orang  karyawan  de ingan  daftar  karyawan  se ibagai  be iriku it: 

TABEiL.  1 

Daftar  Karyawan  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani 

Cabang  Kota  Baru i 

No. 
NAMA 

(inisial) 

Je inis 

Ke ilamin 

Mu ilai  Masu ik 

Ke irja 

Pe indidikan 

Te irakhir 
Jabatan 

1 SA Pe ireimpu ian 05  Se ipte imbe ir  2019 S1 Ke ipala  Cabang 

2 AI Pe ireimpu ian 09  Agu istu is  2021 SMA Se inior Accou int Office ir 

3 RS Pe ireimpu ian 13  Oktobe ir  2021 SMA Se inior Accou int Office ir 

4 HR Pe ireimpu ian 06  Oktobe ir  2020 SMA 
Financial 

Administrasion Office ir 

5 CR Pe ireimpu ian 10  Janu iari  2022 SMA 
Financial 

Administrasion Office ir 

                    
4  Sekar  Inten  Mulyani,  “Peran  Pt. Permodalan  Nasional  Madani  (Pt.  Pnm)  Dalam  Pembiayaan  
Pelaku Usaha  Agribisnis  Di  Kota  Tarakan,“   Jurnal  Borneo,  Vol  3  No  1,  2020,  hal.  4. 
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6 PO Pe ireimpu ian 05  Ju ili  2021 SMA Accou int Office ir 

7 ST Pe ireimpu ian 27  Ju ili  2021 SMA Accou int Office ir 

8 TL Pe ireimpu ian 28  Ju ili  2021 SMA Accou int Office ir 

9 RTS Pe ireimpu ian 23  Agu istu is  2021 SMA Accou int Office ir 

10 BR Pe ireimpu ian 25  Oktobe ir  2021 SMA Accou int Office ir 

11 WA Pe ireimpu ian 09  Fe ibru iari  2021 SMA Accou int Office ir 

12 NW Pe ireimpu ian 15  Deiseimbe ir  2021 SMA Accou int Office ir 

13 JM Pe ireimpu ian 10  Janu iari  2022 SMA Accou int Office ir 

14 SA Pe ireimpu ian 05  Mare it  2022 SMA Accou int Office ir 

15 AS Pe ireimpu ian 10  Janu iari  2022 SMA Accou int Office ir 

Su imbeir  data  diambil  dari  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani. 5 

Keite irangan : 

1. Kolom  (2) :  Daftar  nama  para  karyawan  yang  be ike irja di pe iru isahaan  PT.  PNM   

disingkat  atau i  disamarakan  agar  me injaga  ke irahasiaan karyawan. 

2. Kolom  (3) :  Para  pe ike irja  yang  be irada  dicabang  PNM  adalah  Pe ire impu ian. 

3. Kolom  (4) :  Daftar  Tanggal,  Bu ilan,  dan  Tahu in,  awal  mu ilainya  para  pe ike irja   

lamaran/masu ik  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

4. Kolom  (5) :  Pe indidikan  Te irakhir  para  karyawan  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

5. Kolom  (6) : Jabatan yang dimiliki  ole ih para  karyawan yang be irada dipe iru isahaan   

PT.  PNM. 

Keipada  masing-masing  karyawan  se ibe ilu im  masu ik  ke irja  te ilah  dibe irikan 

pe ingarahan  ole ih  PT. PNM  te intang  pe iratu iran  ke irja,  syarat-syarat  ke irja,  jam  ke irja,  

te irmasu ik  dibe iritahu ikan  hak-haknya  se ipe irti  be isarnya  u ipah,  hari  libu ir  dan  tu injangan 

lainnya,  yang  dibe irikan  se icara  lisan  ole ih  PT.  PNM  te irse ibu it.  

Uintu ik  leibih  je ilasnya  pe ilaksanaan  jam  ke irja  dan  u ipah  ke irja  ke ipada  masing-masing  

karyawan  di  PT.  PNM  te irseibu it  yaitu i  dari  jam  07.30  sampai  de ingan  17.00 Wib  

te irmasu ik  1  (satui)  jam  istirahat  se ihingga  jam  ke irja  e ife iktif  pe ir  hari  adalah  10 (se ipu ilu ih)  

jam  keirja  de ingan  hari  libu ir  2  kali  uintu ik  masing-masing  pe ike irja  dalam   1  bu ilan  yang  

pe inghasilan  ke irjanya  te irgambar  se ibagaimana  pe imbayaran  u ipah  bu ilan Oktobe ir  2023  

seibagai  be iriku it: 

                    
5 Data Pada PT. Permodalan  Nasional  Madani,  kota  baru. Jambi 
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TABEiL  2 

Daftar  Pe imbayaran  U ipah  Ke irja 

Karyawan  PT. Pe irmodalan  Nasional  Madani  Bu ilan  Oktobe ir  2023 

(5  Hari  Ke irja  Dalam  Se iminggu i) 

NO NAMA MU iLAI MASU iK KE iRJA 
U iPAH KE iRJA 

(RP) 

WAKTU i  KE iRJA  

(WIB) 

JU iMLAH  JAM   

KE iRJA  PE iR  HARI 

MASU iK PU iLANG TE iRPAKAI E iFE iKTIF 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = 5-6 (8) 

1 SA 05  Se ipte imbe ir  2019 Rp. 6.965.409 07.30 22.30 15 10 

2 AI 09  Agu istu is  2021 Rp. 3.765.409 07.30 22.30 15 10 

3 RS 13  Oktobe ir  2021 Rp. 3.572.192 07.30 22.30 15 10 

4 HR 06  Oktobe ir  2020 Rp. 3.272.192 07.30 22.30 15 10 

5 CR 10  Janu iari  2022 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

6 PO 05  Ju ili  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

7 ST 27  Ju ili  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

8 TL 28  Ju ili  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

9 RTS 23  Agu istu is  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

10 BR 25  Oktobe ir  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

11 WA 09  Fe ibru iari  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

12 NW 15  Deiseimbe ir  2021 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

13 JM 10  Janu iari  2022 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

14 SA 05  Mare it  2022 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

15 AS 10  Janu iari  2022 Rp. 2.972.192 07.30 22.30 15 10 

Su imbeir  data  yang  diambil  dari  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani: 6 

Keite irangan : 

1. Kolom  (2) :  Daftar  nama  para  karyawan  yang  be ike irja di pe iru isahaan  PT.  PNM   

disingkat  atau i  disamarakan  agar  me injaga  ke irahasiaan karyawan. 

2. Kolom  (3) :  Daftar  Tanggal,  Bu ilan,  dan  Tahu in,  awal  mu ilainya  para  pe ike irja   

lamaran/masu ik  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

                    
6 Daftar  Data  Karyawan  PT.  Permodalan  Nasional  Madani.  Kota  Baru,  Jambi. 
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3. Kolom  (4) :  u ipah  yang  dite irima  pe irbu ilan  tanpa  gaji  le imbu ir  dipe iru isahaan  PT.  

PNM. 

4. Kolom  (5) :  Jam  masu ik  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

5. Kolom  (6) :  Jam  pu ilang  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

6. Kolom  (7) :  Ju imlah  jam  ke irja  pe ir  hari  te irpakai  te irmasu ik  1  (satu i)  jam istirahat. 

7. Kolom (8) :  Ju imlah  jam  ke irja  pe ir  hari  e ife iktif  adalah  kolom  7  Ku irang  1 (satu i)  

jam  istirahat.  

Kemudian terjadi adanya penyimpangan dari apa yang diperjanjikan dan di sepakati 

dalam pengaturan upah lembur para karyawan, kemudian para karyawan tersebut hanya 

dibayarkan upah kerjanya saja dan upah lemburnya tidak dibayarkan sama sekali oleh 

pihak perusahaan. 

TABEiL  3 

Daftar  Pe imbayaran  U ipah  Ke irja Lembur 

Karyawan  PT. Pe irmodalan  Nasional  Madani  Bu ilan  Oktobe ir  2023 

(5  Hari  Ke irja  Dalam  Se iminggu i) 

NO NAMA MULAI MASUK KERJA UPAH KERJA UPAH LEMBUR 

WAKTU KERJA 

(WIB) 

MASUK PULANG 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 SA 05  Seipte imbe ir  2019 Rp. 6.965.409 Tidak dibayar 07.30 22.30 

2 AI 09  Agu istu is  2021 Rp. 3.765.409 Tidak dibayar 07.30 22.30 

3 RS 13  Oktobe ir  2021 Rp. 3.572.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

4 HR 06  Oktobe ir  2020 Rp. 3.272.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

5 CR 10  Janu iari  2022 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

6 PO 05  Ju ili  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

7 ST 27  Ju ili  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

8 TL 28  Ju ili  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

9 RTS 23  Agu istu is  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

10 BR 25  Oktobe ir  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

11 WA 09  Fe ibru iari  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

12 NW 15  Deiseimbe ir  2021 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 
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13 JM 10  Janu iari  2022 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

14 SA 05  Mare it  2022 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

15 AS 10  Janu iari  2022 Rp. 2.972.192 Tidak dibayar 07.30 22.30 

Keite irangan : 

1. Kolom  (2) :  Daftar  nama  para  karyawan  yang  be ike irja di pe iru isahaan  PT.  PNM   

disingkat  atau i  disamarakan  agar  me injaga  ke irahasiaan karyawan. 

2. Kolom  (3) :  Daftar  Tanggal,  Bu ilan,  dan  Tahu in,  awal  mu ilainya  para  pe ike irja   

lamaran/masu ik  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

3. Kolom  (4) :  u ipah  yang  dite irima  pe irbu ilan  tanpa  gaji  le imbu ir  dipe iru isahaan  PT.  

PNM. 

4. Kolom  (5) :  Upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan pada PT.PNM 

5. Kolom  (7) :  Jam  masu ik  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

6. Kolom  (6) :  Jam  pu ilang  ke irja  dipe iru isahaan  PT.  PNM. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan  Pasal 39 yang berbunyi “upah kerja lembur wajib dibayar oleh pengusaha 

yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja pada istirahat mingguan atau 

pada hari libur resmi sebagai kompensasi kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.” 

Maka dari itu, pekerja seharunya dibayar 2 x lipat dari gajinya, karena jam kerjanya 

lebih dari 8 jam, didalam ketentuan peraturan perusahaan PT. PNM dan di Undang-undan 

telah sesuai, tetapi didalam dunia kerjanya telah menyimpang dari apa yang telah 

disepakati dan dijanjikan oleh perusahaan. 

Uindang-u indang  Cipta  Ke irja  ju iga  meilarang  adanya  diskriminasi  pe ingu isaha ke ipada  

pe ikeirja  yang  diatu ir  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  me inyatakan  bahwa  "se itiap te inaga  

ke irja  me imiliki  ke iseimpatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  u intu ik  me impe irole ih 

pe ikeirjaan"  dan  "se itiap  pe ike irja  be irhak  me impe irole ih  pe irlaku ian  yang  sama  tanpa 

diskriminasi  dari  pe ingu isaha".  

Dalam  halnya  pe ingu isaha  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  se imu ia  pe iratu iran  yang 

ada  dalam  U indang-u indang  Cipta  Ke irja  haru is  seisu iai  de ingan  yang  dite itapkan se ihingga  

antara  pe ingu isaha  de ingan  pe ike irja  tidak  te irjadi  ke itidakse iimbangan  dalam me impe irole ih  

hak  uipah/pe ingu ipahan  se ibagaimana  yang  te ilah  dise ipakati.  Manu isia dalam  

ke ihidu ipannya  seilalu i  be iru isaha  u intu ik  me ime inu ihi  se igala  ke ibu itu ihannya, ke ibu itu ihan  
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hiduip  sangatlah  be irvariasi,  se idikit  atas  banyaknya  adalah  re ilatif te irgantu ing  pada  

ke imampuian  atau i  daya  be ili  se iseiorang.  Daya  be ili  se ise iorang  te intu ilah  sangatlah  

dipe ingaruihi  oleih  pe inghasilan  yang  ia  pe irole ih  dalam  ku iru in  waktu i  te irte intu i  se ite ilah  ia  

be ike irja.  

Se itiap pe ike irja be irhak me impe irole ih pe inghasilan yang layak bagi ke imanu isiaan (Pasal 

88 Ayat (1)).  Pe ike irja  be irhak  me ine irima  u ipah  se isu iai  ke ite intu ian  yaitu i  minimal  se isuiai  

u ipah minimu im  karyawan  se ihingga  dalam  me ine intu ikan  u ipaya  yang  dibe irikan  ke ipada 

pe ikeirja  haruis  seisuiai  de ingan  U iMK,  agar  tidak  te irjadi  ke itidakse iimbangan  yang  bisa 

meinye ibabkan  pe ike irja  me ingu indu irkan  diri  dan  salah  satu i  yang  me injadi  masalah  di  

PT.  Pe irmodalan Nasional  Madani  adalah  u ipah  le imbu ir  tu iju ian  dite itapkan  U iMK  u ipah  

minimuim  karyawan,  adalah  u intu ik  me inghindari  ke iwe inangan  pe ingu isaha  me imbe iri  u ipah  

tidak layak.  Pe inu ilis  me ine iliti  u ipah  yang  ada  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  yang 

pe ikeirjanya  me indapat  u ipah  se ikitar  Rp.  2.972.192,  pe ir  bu ilan  se isu iai  masa  ke irja masing-

masing  karyawan.  ini  be ilu im  se isuiai  de ingan  yang  dite itapkan  ole ih  Gu ibe irnu ir me inge inai  

UiMK  (u ipah minimu im karyawan)  di  kota  Jambi. 

Pe ike irja  adalah  mitra  u isaha  dari  majikan  se ihingga  haru is  dipe irlaku ikan  se icara  

manu isiawi.  Tuiju ian  pe ike irja  uintu ik  be ike irja  adalah  me incapai  pe iningkatan  taraf 

ke iseijahte iraan.  Tu iju ian  pe ingu isaha  kope irasi  adalah  me incapai  su iatu i  produ iktivitas  yang 

tinggi  de ingan  harapan  akan  me impe irole ih  ke iu intu ingan  yang  tinggi.  Antara  pe ike irja 

de ingan  pe ingu isaha  bagaikan  du ia  prose is  yang  saling  be irtolak  be ilakang,  su ilit  u intu ik 

disatuikan  seihingga  sangat  me ime irlu ikan  pe iran  aktif  dari  pe ime irintah  dalam  su iatu i 

ke ibijakan  yang  ditu iangkan  dalam  su iatu i  ke ite intu ian  hu iku im  alangkah  le ibih  baik 

pe ine irapan  u ipah  di  PT.  PNM  dise isuiaikan  de ingan  U indang-u indang  Cipta  Ke irja Nomor  

11  Tahu in  2020  Te intang  Keite inagake irjaan  se ihingga  haru is  ada  ke ite intu ian  yang  te ilah  

diseipakati  antara  pe ingu isaha  dan  pe ike irja. 

Dalam  be ike irja  pe ike irja  ju iga  haru is  ada  waktu i  ke irja,  waktu i  ke irja  yaitu i  7 sampai  

8  jam  peirharinya,  se imeintara  le ibih  dari  itu i  maka  haru is  dihitu ing  se ibagai  jam  ke irja  

le imbuir  se ibagaimana  diatu ir  dalam  pe iratu iran  PT.  PNM  dan  U indang-u indang  Cipta  Ke irja  

Teiantang  Ke ite inagake irjaan.  

Apabila  pe imbe iri  u ipah  tidak  se isuiai  de ingan  yang  dite irapkan  be irarti  me ilanggar  

yang  te ilah  ada  dalam  pe irjanjian  te irseibu it.  Se ihingga  Pe imimpin  PT.  PNM haru is me ilihat 

dan meimpe irhatikan ke ilayakan u ipah pe ike irjanya se ihingga te ircapai ke ise iimbangan antara 
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pe imimpin de ingan pe ike irja. Ole ih se ibab itu i pe ike irja ju iga haru is me inye iimbangkan atu iran 

yang  te ilah  dise ipakati  ole ih  ke idu ia  be ila  pihak  agar  tidak  te irjadi  ke isalahpahaman yang  

meiru igikan  masing-masing  pihak  yang  be irsangku itan. 

Di  kota  Jambi  u ipah  minimu im  suidah  se isuiai  de ingan  yang  dite itapkan  ole ih U indang-

u indang  Cipta  ke irja.  Se ihingga  pe ingu isaha  atau i  Pe imimpin  ju iga  haru is  dapat 

meinseijahteirakan  u ipah  bagi  pe inghidu ipan  yang  layak  bagi  Pe ike irja  yang  be ike irja  di PT.  

PNM  te irseibu it.  Peiruisahaan  yang  banyak  me impe ike irjakan  pe ike irja  ju iga  haru is dapat  

meimpe irhatikan  ke ibu itu ihan  pe ike irjanya.  Pe ike irja  ju iga  haru is  bisa me ingkondisikan  

pe ikeirja  de ingan  seibaik-baiknya.  Dalam  U indang-u indang Ke ite inagake irjaan  haru is  se isu iai  

de ingan  kondisi  dan  pe ingu ipahan  yang  se iimbang. 

2. Penyebab  Tidak  Terlaksananya Pembayaran  Upah  Kerja  Lembur  Pada  PT. 

Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  Cabang  Kota  Baru  Jambi. 

Uindang-u indang  Ke iteinagake irjaan  me iru ipakan  pe irlindu ingan  hu iku im  bagi pe ike irja  

dan  pe imbe iri  ke irja.  Pada  Pasal  88  s/d  98  U indang-u indang  Cipta  Ke irja  Nomor  11  

Tahu in 2020  Te intang  Ke iteinagake irjaan  se icara  khu isu is  me imbu iat  te intang  u ipah  dan 

pe ingu ipahan.  Pada  prinsipnya  bahwa  pe ine itapan  u ipah  di  pe iru isahaan  adalah me iru ipakan  

otoritas  pe ingu isaha,  dimana  pe ingu isaha  dibe iri  hanya  u intu ik  me inyu isu in stru iktu ir  dan  

skala  u ipah  de ingan  me impe irhatikan  golongan  masa  ke irja.  Me ingingat ke ise ijahte iraan  

dalam  be intu ik  u ipah  tinggi  atau i  yang  me imadai  se ime intara  dari  pihak pe ingu isaha  se ilalu i  

meinu intu it  produ iktivitas  tinggi  yaitu i  me inghasilkan  produ ik se ibanyak-banyaknya. 

Pasal  lain  yang  be irhu ibu ingan  de ingan  pe ingu ipahan  dalam  te inaga  ke irja  yaitu i Pasal  

90A  dan  90B  U indang-u indang  Cipta  Ke irja  Nomor  11  Tahu in  2020  Te intang  

Keite inagake irjaan  yang me inye ibu itkan : 

Pasal 90A: U ipah di atas u ipah minimu im dite itapkan Be irdasarkan ke ise ipakatan                        

antara  pe ingu isaha  dan  pe ike irja/bu iru ih  dipe iru isahaan  

Pasal  90B:  

1. ke ite intu ian u ipah minimu im seibagaimana dimaksu id dalam Pasal 88C Ayat (1)                           

dan  Ayat  (2)  dike icuialikan  bagi  u isaha  mikro  dan  ke icil.  

2. Uipah pada u isaha mikro dan ke icil dite itapkan be irdasarkan ke ise ipakatan antara 

pe ingu isaha  dan  pe ike irja/bu iru ih  dipe iru isahaan.  
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3. Keise ipakatan u ipah se ibagaimana dimaksu id pada ayat (2) se iku irang-ku irangnya                 

seibe isar preiseintasi te irte intu i dari rata-rata konsu imsi masyarakat be irdasarkan data                  

yang  be irsuimbe ir  dari  le imbaga  yang  be irwe inang  dibidang  statistik.  

4. Keite intu ian  le ibih  lanju it  me inge inai  u ipah  bagi  u isaha  mikro  dan  ke icil  diatu ir  dalam 

pe iratuiran  pe imeirintah. 

Pe inje ilasan  Pasal  dalam  ke iseipakatan  pe ike irja  se ihingga  pe inyu isu inan  skala  u ipah 

dimaksuid  se ibagai  pe idoman  pe ine itapan  u ipah  se ihingga  dapat  ke ipastian  u ipah  dia 

be ike irja  seirta  u intu ik  me ingu irangi  ke iseinjangan  antara  u ipah  te ire indah  dan  te irtinggi  di 

pe iruisahaan  yang  be irsangku itan.  Ju iga  haru is  se isu iai  de ingan  pe iratu iran  Pe iru indangan-

u indangan,  se ihingga  apabila  tidak  te irjadi  ke iseipakatan  antara  batal  de imi  hu iku im.  Jadi  

seibe ilu im  meilaku ikan  ke ise ipakatan  be irsama  haru is  se isu idah  me inge irti  de ingan se igala  yang  

dite intu ikan  ole ih  U indang-u indang  ke ite inagake irjaan. 

Teiori yang me ilandasi pe ine ilitian ini adalah te iori ke iadilan (eiquiity theiory).     Robbins 

and Ju idge i, meingatakan bahwa te iori ke iadilan (eiquiity theiory) adalah ke itika karyawan 

meirasa pu ias de ingan ke iadilan yang dirasakannya maka karyawan akan te itap se itia pada 

organisasi. Intisari dari te iori ke iadilan ini adalah bahwa apabila se iorang karyawan 

meimpu inyai pe irseipsi bahwa imbalan yang dite irimanya tidak me imadai, du ia ke imu ingkinan 

dapat teirjadi yaitu i se iorang akan be iru isaha me impe irole ih imbalan yang le ibih be isar atau i 

meingu irangi inte insitas u isaha yang dibu iat dalam pe ilaksanaan tu igas yang me injadi  tanggu ing  

jawabnya. 

Teiori ke iadilan me inje ilaskan bahwa ke ipu iasan se ise iorang te irgantu ing apakah ia 

meirasakan ada keiadilan (eiqu iity) atau i tidak adil (u ine iqu iity) atas su iatu i situ iasi yang dialaminya. 

Teiori ini meiru ipakan variasi dari pe irbandingan sosial. Me inu iru it te iori ini, se ise iorang akan 

meimbandingkan rasio inpu it hasil dirinya de ingan rasio hasil inpu it orang bandingan. Jika 

pe irbandingan itu i dianggapnya cu iku ip adil, maka ia akan me irasa pu ias. Namu in jika 

pe irbandingan itu i tidak se iimbang dan ju istru i me iru igikan (kompe insasi ku irang), akan 

meinimbu ilkan ke itidakpu iasan dan me injadi motif  tindakan  bagi  se ise iorang  u intu ik  

meine igakkan  ke iadilan. 

Pe ilaksanaan  jam  ke irja  di  PT. PNM  yaitu i  dari  mu ilai  jam  07.30  WIB.  Sampai de ingan  

22.30  WIB  (te irmasu ik  1  jam  istirahat)  se ihingga  jam  ke irja  e ife iktif  pe ir  hari adalah  15  

(lima  be ilas)  jam  ke irja.  Se ihingga  pe ingu isaha  haru isnya  wajib  me imbayar u ipah  le imbu ir  

de ingan  se isuiai  ke ite intu ian  Pe iru indangan-u indangan  yang  be irlaku i.  Dari hasil  wawancara  
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ke ipada  8  (De ilapan)  orang  karyawan  di  PT.  PNM  Kota  Jambi pada  tanggal  26  sampai  

27  Oktobe ir  2023  dike itahu ii  bahwa  pe imbayaran  u ipah pe irbu ilan  tidak  pe irnah  

dipe irhitu ingkan  se ibagai  uipah  ke irja  le imbu ir  yang  se iharu isnya  dibayarkan.  Padahal  

seitiap  hari  se icara  ruitin  me ire ika  be ike irja  dari  jam  07.30  Wib  s/d  22.30  Wib  se ihingga  

jam  keirja  se ilama  16  (e inam  be ilas)  jam  te irmasu ik  1  jam  istirahat  atau i  15  (lima  be ilas)  

jam  ke irja  e ifeiktif  seihingga  ada  8  (de ilapan)  jam  ke irja  yang  se iharu isnya  dihitu ing  se ibagai  

le imbuir. 

Hasil  wawancara  ke ipada  8  re isponde in  pe ike irja  PT.  PNM  se ibagai  be iriku it: 

1. CR : Saya  mu ilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi teirhitu ing se ijak tanggal 10 Janu iari 2022, dan u ipah saat ini yang saya 
te irima se ibe isar Rp.2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.7 

2. AS : Saya  mu ilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi teirhitu ing se ijak tanggal 10 Janu iari 2022, dan u ipah saat ini yang saya 
te irima se ibe isar Rp. 2.972,192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.8 

3. WA : Saya  muilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi te irhitu ing seijak tanggal 09 Fe ibru iari 2021, dan u ipah saat ini yang saya 
te irima se ibe isar Rp. 2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 

                    
7 Wawancara  Dengan  CR,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  Oktober  
2023. 
8 Wawancara  Dengan  AS,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  Oktober  
2023. 
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saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.9 

4. RTS : Saya  mu ilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi te irhitu ing se ijak tanggal 23 Agu istu is 2021, dan u ipah saat ini yang saya 
te irima se ibe isar Rp. 2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.10 

5. PO : Saya  mu ilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi te irhitu ing se ijak tanggal 05 Ju ili 2021, dan u ipah saat ini yang saya te irima 
seibe isar Rp. 2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.11 

6. ST : Saya  mu ilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi te irhitu ing se ijak tanggal 27 Ju ili 2021, dan u ipah saat ini yang saya te irima 
seibe isar Rp.2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.12 

7. TL : Saya  muilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi te irhitu ing se ijak tanggal 28 Ju ili 2021, dan u ipah saat ini yang saya te irima 
seibe isar Rp.2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 

                    
9 Wawancara  Dengan  WA,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  
Oktober  2023. 
 
10 Wawancara  Dengan  RTS,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  
Oktober  2023. 
11 Wawancara  Dengan  PO,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  
Oktober  2023. 

 
12  Wawancara  Dengan  ST, Pekerja  Di  PT.  Permodalan  Nasional  Madani, Tanggal 26 Oktober 
2023  
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pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.13 

8. BR : Saya  mu ilai  be ike irja  di  PT.  Pe irmodalan  Nasional  Madani  (PNM)   Kota  
Jambi te irhitu ing se ijak tanggal 25 Oktobe ir 2021, dan u ipah saat ini yang saya 
te irima se ibe isar Rp.2.972.192 de ingan tu injangan hari raya se itiap tahu in dan                   
bonu is jasa produ iksi jika su idah be ike irja se ilama 7 bu ilan atau i 1 tahu in,                 
biasanya bonu is produ iksi itu i te irgantu ing dari pe imbe iritahu ian sdm dari 
pe iruisahaan te irseibu it, yang be ike irja di bawah 7 bu ilan be ilu im bisa dapat bonu is 
jasa  produ iksi,  ke imu idian  saya  mu ilai  masu ik  ke irja  dari  jam  07.30  pagi 
sampai  jam  22.30  malam  tanpa  pe irhitu ingan  jam  ke irja  le imbu ir  Se ilama 
saya  be ike irja  tidak  pe irnah  iku it  be irorganisasi  Se irikat  Pe ike irja  dan  tidak 
pe irnah  me ilihat  adanya  pe ingawasan  dari  dinas  ke ite inagake irjaan.14 

Be irdasarkan  hasil  wawancara  te irseibu it  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  dalam 

pe ilaksanaan  pe imbe irian  u ipah  ke irja  le imbu ir  antara  pe ike irja  atau i  bu iru ih  de ingan  PT. 

PNM  Kota  Baru i  meimang  masih  be ilu im  be irjalan  se ipe inu ihnya  de ingan  baik  se isu iai de ingan  

yang  diharapkan  dalam  Undang-undang Tentang Pengupahan dan Undang-undang 

Tentang Ketenagakerjaan,  se ipe irti  be ilu im  te irlaksananya se icara  baik  ke iwajiban  

pe iruisahaan  dan  me imbe irikan  u ipah  se irta  pe imbagian  waktu i ke irja  yang  te irke isan  

meimaksakan  pe ike irja.  

Kendala pemberian upah kerja lembur yang tidak diberikan oleh perusahaan yaitu : 

1. Perusahaan menganggap kerja lembur para karyawannya adalah kelalaian mereka 

karena pekerjaannya belum selesai. 

2. Upah lemburnya sudah ditermasuk ke dalam UMK mereka. 

Be irdasarkan  ke ite irangan-ke ite irangan  yang  dipe irole ih  te irkait  de ingan  pe irmasalahan  

yang  te irjadi  di  PT.  PNM  se ipe inu ihnya  be ilu im  me ime inu ihi  se ilu iru ih      hak-hak  pe ike irja  

ataui  bu iru ih  se isuiai  de ingan  apa  yang  te ilah  dipe irjanjikan  dalam  su irat pe irjanjian  ke irja,  

dan  pe iratuiran  ke irja  dan  dapat  pu ila  dikatakan  be irte intangan  de ingan U indang-u indang  

ke ite inagakeirjaan  Pasal  1  Angka  30  dimana  u ipah  adalah  hak  pe ike irja/bu iru ik  yang  

dite irima  dan  dinyatakan  dalam  be intu ik  u iang  se ibagai  imbalan dari  pe ingu isaha  yang  

dibayar  me inu iruit  suiatu i  pe irjanjian  atau i  ke ise ipakatan  dan  ju iga be irkaitan  de ingan  waktu i  

                    
13 Wawancara  Dengan  TL,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  
Oktober  2023. 
14 Wawancara  Dengan  BR,  Pekerja  Di PT.  Permodalan  Nasional  Madani,  Tanggal  26  
Oktober  2023. 
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ke irja  dan  waktu i  le imbu ir  se ibagaimana  dite intu ikan  dalam Pasal  77  dan  78  U indang-

u indang  Cipta  Ke irja  Nomor  11  Tahu in  2020  te intang  Ke ite inagake irjaan.  

Oleih  kare ina  itu i  me inu iru it  pe inu ilis  de ingan  adanya  U indang-u indang  Cipta  Ke irja  

Nomor  11  Tahu in  2020  te intang  Ke ite inagake irjaan.  Se ibagai  dasar  hu iku im,  hu ibu ingan  

antara  pe ike irja  de ingan  pe iru isahaan  se iharu isnya  dapat  me inye ile isaikan  masalah  te irkait  

de ingan hak  dan  ke iwajiban  pe ike irja  dan  pe iru isahaan  yang  te irikat  dalam  su irat  pe irjanjian 

ke irja  uintu ik  dapat  me imbe irikan  hak-hak   pe ike irja/bu iru ih  se isu iai  de ingan  pe irjanjian  se irta  

pe iratuiran  yang  be irlaku i  dan mampu i  diaplikasikan  dan  dite irapkan  salah  satu inya  PT. 

pe irmodalan  nasional  Madani se ihingga  te ircapai  tu iju ian  pe iru isahaan  dan  ke imakmu iran  

bagi  pe ike irja  de ingan  adanya hu ibu ingan  ke irja  yang  baik  dan  u ipah  le imbu ir  yang  

seiharuisnya  dibayar. 

C. Kesimpulan 

Keisimpu ilan  dari  hasil  pe ine ilitian  ini  adalah  bahwa  pe iru isahaan  PT.  PNM te irse ibu it  

te ilah  meilanggar  atu iran  yang  te ilah  dite itapkan  ole ih  pe iratu iran  pe ime irintah dan  padahal  

PT.  PNM  te ilah  me imbu iat  pe iratu iran  se isu iai  de ingan  pe iratu iran pe ime irintah mau ipu in 

u indang-uindang ke ite inagake irjaan.  Hasil pe ine ilitian yang dilaku ikan dapat disimpu ilkan 

seibagai be iriku it:  

1. Hasil pe ine ilitian me inu inju ikkan bahwa Pe ilaksanaan Pe imbayaran U ipah Ke irja  Le imbu ir 

pada PT. Pe irmodalan Nasional Madani (PT.PNM) de ingan me inggu inakan siste im 

pe imbayaran u ipah pe ike irja bu ilanan be ilu im se isu iai de ingan Pe iratu iran Pe ime irintah 

Nomor 36 Tahu in 2021 Te intang Pe ingu ipahan, kare ina   adanya ke ite irlambatan dalam 

pe imbayaran u ipah atau i le ibih te ipatnya tidak adanya ke ipastian tanggal pe imbagian 

u ipah dan nominal u ipah ke irja leimbu ir yang dite irima pe ike irja/bu iru ih tidak se isu iai 

de ingan Pe iratu iran Pe iru indang-U indangan. 

2. Faktor kendala dalam Pe ilaksanaan Pe imbayaran U ipah pada PT. Pe irmodalan Nasional 

Madani dikare inakan ku irangnya pe ine ige itahu ian Pe ike irja/bu iru ih di PT. Pe irmodalan 

Nasional Madani me inge inai Pe iratu iran Pe ime irintah Nomor 36 Tahu in 2021 te intang 

Pe ingu ipahan dan dikare inakan faktor ke iu iangan yang mana u iang pinjamanan para 

nasabah tidak be irjalan lancar kare ina banyak nasabah yang tidak mau i me inanggu ing 

re inte ing jika salah satu i anggota ke ilompok nasabah tidak me imbayarnya atau i 

anggotanya lari/kabu ir dari pinjamannya 
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Faktor kendala dari yang lain yaitu Perusahaan menganggap kerja lembur para 

karyawannya adalah kelalaian mereka karena pekerjaannya belum selesai, dan upah 

lemburnya sudah ditermasuk ke dalam UMK mereka. 
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